
BUPATI KENDAL 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 
NOMOR . k. TAHUN .'f..q.?-_3 

TENTANG 

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM 
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KENDAL, 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi, 
rasionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas dalam 
perhitungan harga perkiraan sendiri (HPS) dan h arga 
perkiraan perencana (HPP) pada kegiatan pembangunan di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Ta hun 
Anggaran 2023 sesuai dengan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum clan Penataan Ruang Kabupaten Kendal 
Nomor 600/ 11546/ DPUPR tanggal 26 Desember 2022 
Perihal Peraturan Bupati Kendal tentang Analisa Harga 
Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten 
Kendal Tahun Anggaran 2023, maka perlu m engatur 
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bida ng Pekerjaan Umum 
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dalam Peratu rnn 
Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang 
Pekerjaaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 
2023; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Propinsi Dj awa Tengah sebagaimana te la h 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daera h Tingkat II Batang denga n 
Mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten da la m 
Lingkungan Propinsi Jawa Tenga h (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran . 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 



Menetapkan 

') 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia N omor 6841) ; 

3 . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah bebera pa ka li 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengga n ti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke rj a 
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6841); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12, 13, 14, clan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Y ogyakarta; 

5 . Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Sema ra n g 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3079); 

6 . Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebaga ima na 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Ta hun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 63); 

7 . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoma n 
Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bida n g 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Nega ra 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA HARGA SATUA N 
PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAAN UMUM KABUPATE N 
KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Kendal. 
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4. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat 
AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya Tenaga Kerja, 
bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan 
untuk satu jenis pekerjaan tertentu . 

5 . Harga Perkiraan Perancang yang selanjutnya disingkat HPP 
adalah perhitungan Perkiraan Biaya Pekerjaan yang 
dihitung secara profesional oleh perancang dan digunakan 
sebagai salah satu acuan dalam menghitung Harga 
Perkiraan Sendiri. 

6. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS 
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh 
pejabat pembuat komitmen yang telah memperhitungkan 
biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertamba h a n 
nilai . 

7. Harga Satuan Dasar yang selanjutnya disingkat HSD a da lah 
harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaa n per 
satuan tertentu. 

8. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi ya ng 
selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem 
manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam 
rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi . 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

(1) AHSP bidang pekerjaan umum dimaksudkan sebagai 
acuan dalam menghitung biaya pembangunan sebagai 
kelengkapan dalam proses Pekerjaan Konstruksi da n 
digunakan sebagai dasar dalam penyusunan pe rki raa n 
biaya pekerjaan untuk menghasilkan HPP, rencana 
anggaran biaya, atau HPS untuk penangana n pe kerj aan 
bidang pekerjaan umum . 

(2) AHSP bidang pekerjaan umum bertujuan un tuk 
mewujudkan transparansi, efisiensi , efektivitas da n 
akuntabilitas dalam proses pengadaan Pekerj aan 
Konstruksi bidang pekerjaan umum. 

BAB III 
AHSP BIDANG PEKERJAAN UMUM 

Pasal 3 

( 1) Setiap pekerjaan pemeliharaan, pemba n guna n , 
rekonstruksi dan / a tau peningkata n pa da bid a n g 
pekerjaan umum di lingkungan Pemerintah Da erah da la m 
perencanaannya harus menggunakan AHSP bida n g 
pekerjaan umum. 

(2) AHSP bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan bagian dokumen kontrak harga 
satuan dan harus disertakan dengan rincian sebagai 
Lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk 
menilai kewajaran . 
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Pasal4 

(1) AHSP bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 berupa perhitungan kebutuhan biaya 
komponen tenaga kerja, bahan, dan alat yang dibutuhkan 
serta telah ditambah biaya penerapan SMKK dalam 
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi bidang pekerjaan 
umum. 

(2) AHSP bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi semua pekerjaan untuk kegiatan 
bidang sumber daya air, bidang bina marga, dan bidang 
cipta karya. 

(3) AHSP bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini . 

Pasal 5 

Dalam hal ada kenaikan harga pasar yang melampaui harga 
satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini atau terdapat 
harga satuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, 
maka penyusunan HPS atau HPP dilaksanakan berdasarkan 
survei dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi 
Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

Diundangkan di Kendal 
pada tanggal -:).5; Jo1:con :;;.0;.3 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPA;\~ K~ DAL, 

s~ o 

Ditetapkan di Kendal 
pada tanggal :2 S- Jv1 n Uai- 1 d-.0;;. 3 

BUPATI KEN~ L, 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN -~ -·?:~7> NO MOR . f?_ . 


